ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Penentuan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Pasal 34 UUD 1945 Tentang Kesejahtaeraan Sosial
(Studi Kasus Di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan)” ini
ditulis oleh Daniar Sri Wardani, 17101163018. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syariah dan llmu Hukum, pembimbing Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie,
M.H.I., M. Si.

Kata Kunci : Program Keluarga Harapan (PKH), Pasal 34 UUD 1945, Hukum Islam.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perdebatan di kalangan masyarakat
Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, mengenai penerimaan
Program Keluarga Harapan (PKH) yang mana beranggapan bahwa seharusnya yang
mendapatkan bantuan PKH didahulukan dari lapisan masyarakat miskin, namun pada
praktiknya ada beberapa anggota yang dirasa mampu dalam hal ekonomi masih
menerima bantuan tersebut. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penentuan
penerima PKH. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana
penentuan penerima PKH di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten
Lamongan? (2) Bagaimana penentuan penerima PKH ditinjau dari Hukum Islam? (3)
Bagaimana penentuan penerima PKH ditinjau dari pasal 34 UUD 1945 tentang
Kesejahteraan Sosial? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk
mendeskripsikan bagaimana penentuan penerima Program Keluarga Harapan di Desa
Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan (2) Untuk menganalisis
bagaimana penentuan penerima Program Keluarga Harapan ditinjau dari pasal 34
UUD 1945 tentang Kesejahteraan Sosial. (3) Untuk menganalisis bagaimana
penentuan penerima Program Keluarga Harapan ditinjau dari Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian yuridis
empiris dengan pendekatan kualitatif yang juga termasuk dalam penelitian studi
kasus. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa pengamatan, wawancara dan
dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data, display data,
penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam penentuan penerima
bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah Desa Tenggiring memilih
dan mendata masyarakat yang akan didaftarkan sebagai calon penerima PKH dengan
kesepakatan dari RT, RW, LPM serta BPD. Namun antara pemerintah desa dengan
pendamping PKH tidak memiliki koordinasi yang cukup baik, sehingga kurang
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tercapainya efektivitas dalam penentuan penerima PKH (2) Penentuan penerima
Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tenggiring ditinjau dari pasal 34 UUD
1945 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam penerapannya kurang berjalan efektif
karena masih ada beberapa hak masyarakat kurang mampu yang belum terpenuhi
secara hukum. Dalam penentuannya belum tepat sasaran sepenuhnya sehingga
menjadikan kecemburuan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Dalam UUD
tersebut juga dijelaskan bahwa fakir miskin dan anak yang terlantar dilindungi dan
dipelihara oleh negara. Negara memberikan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat
yang lemah serta memberikan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan
umum yang layak. (3) Program Keluarga Harapan (PKH) menurut perspektif Hukum
Islam. Dilihat dari prinsip Hukum Islam untuk saling tolong menolong dan
memperhatikan kaum yang lemah, serta menyejahterakan hak-hak masyarakat.
Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk membantu dan mengentas
kemiskinan. Dalam implementasinya PKH masih terdapat beberapa penerima bantuan
PKH yang tidak tepat sasaran. Hal tersebut menunjukkan kurang berlakukanya
prinsip PKH dan Hukum Islam.
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ABSTRACT

The thesis with the title "The Determination of Family Hope Program
Recipients Based on Islamic Law and Article 34 of the 1945 Constitution on Social
Welfare (Case Research in Tenggiring Village, Sambeng, Lamongan)" written by
Daniar Sri Wardani, 17101163018. Department of Sharia Economic Law, Faculty of
Sharia and Legal Sciences, Advisor: Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie. M.H.I., M. Si.

Keywords: Family Hope Program, Article 34 of the 1945 Constitution, Islamic Law.

This research is motivated by a debate among the people of Tenggiring Village,
Sambeng, Lamongan, regarding the acceptance of the Family Hope Program which
assumes that PKH assistance should take precedence from the poor, but in practice
there are some members who are considered capable of economic matters. still
receiving the help. Giving rise to ambiguity in the determination of PKH recipients.
The formulation of the problem in this research are: (1) How is the determination of
PKH recipients in Tenggiring Village, Sambeng, Lamongan ? (2) How is the
determination of PKH recipients in terms of Islamic Law? (3) How is the
determination of PKH recipients in terms of article 34 of the 1945 Constitution
concerning Social Welfare? As for the objectives of this research are: (1) To
determine the determination of recipients of the Hope Family Program in Tenggiring
Village, Sambeng, Lamongan (2) To analize the determination of recipients of the
Hope Family Program reviewed from article 34 of the 1945 Constitution concerning
Social Welfare. (3) To analize the determination of recipients of the Hope Family
Program in terms of Islamic Law

The research method used by researchers is a type of empirical juridical
research with a qualitative approach which is also included in case research research.
This research data collection techniques were observation, interviews and
documentation. While the data analysis technique used data reduction, data display,
conclusion drawing and verification.

The results of this research indicate that: (1) In the determination of
beneficiaries of the Family Hope Program, the Tenggiring Village government selects
and records the community to be registered as PKH recipient candidates with
agreement from RT, RW, LPM and BPD. However, the village government and PKH
facilitators did not have good coordination, resulting in the lack of effectiveness in
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determining PKH recipients (2) In its determination, it has not been fully targeted, so
it makes social jealousy that occurs in the community. The Constitution also
explained that the poor and displaced children are protected and nurtured by the state.
The state provides social security for all weak people and provides health care
facilities and adequate public service facilities. (3) Family Hope Program according
to the perspective of Islamic Law. Judging from the principles of Islamic law to help
each other help and care for the weak, and improve the rights of the community. The
Family of Hope Program aims to help and reduce poverty. In the implementation of
PKH there are still some PKH beneficiaries who are not on target. This shows that
PKH principles and Islamic Law are not effective legally.
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